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TAHUN 2023
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata
kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan
evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Daerah, perlu membentuk Tim  Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elekntronik Pemerintah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Manajemen);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh
kegiatan dan aktivitas Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);

b. bertanggung jawab pada perancangan dan implementasi

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain

Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab

pada domain Layanan yang menyangkut urusan

penyelenggaraan Layanan SPBE dan Layanan Publik

Berbasis Elektronik;

mengkoordinasikan proses bisnis Pemerintahan;

mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi proses bisnis dan

integrasi aplikasi, serta berbagi data antar layanan SPBE di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

. melakukan perubahan kebijakan SPBE;
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan SPBE vyang terpadu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

g. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong; dan

h. membentuk Tim Internal Penilaian mandiri SPBE
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

o o

-0

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Bupati.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten  Tabalong dengan susunan  keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
mempunyai tugas yaitu memfasilitasi pelaksanaan evaluasi
SPBE.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2023.
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B
KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 3 Aprrl 2023

/ BUPATI TABALONG,W@

\

ANANG SYAKHFIANI JL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 210 /2023
TANGGAL 8 Agnil 207

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM KET
1. | Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah
3. |Sekretaris Daerah  Kabupaten Ketua
Tabalong
4. |Kepala Dinas Komunikasi dan | Wakil Ketua (Koordinator)
Informatika Kabupaten Tabalong
5. |Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
6. | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Anggota
Tabalong
7. | Kepala BKPSDM Kabupaten Anggota
Tabalong
8. | Kepala BPKAD Kabupaten Anggota
Tabalong
9. | Kepala Bagian Organisasi Anggota

Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong

/ BUPATI TABALONG,\j[b/

ANANG SYAKHFIANI /«)
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ a0 /2023
TANGGAL (¥ Agril20%)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KEDUDUKAN
AR ARSI DALAM TIM KET
1 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Supervisor
* | Informatika Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Penyelenggaraan e-
Government dan Aplikasi pada Dinas
% Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas
3. | pada Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
4. | Publik pada Dinas Komunikasi dan Anggota
Informatika Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
5. | pada Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong
Fungsional Pranata Komputer Bidang
6 Penyelenggaraan e-Government dan Pelaksana 4 (Empat)
" | Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan (Enty Data) Orang
Informatika Kabupaten Tabalong

/ BUPATI TABALONG,U}R

ANANG SYAKHFIANI ,@V




